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PENETAPAN
Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA Kdi.

o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara Penetapan Ahli Waris antara :
ANITA PUSPITA DEWI, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di JI. Pattimura, RT. 007, RW. 003, Kel./Desa
Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, Karyawan
Swasta,
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2019
memberi kuasa kepada :
JONI NANANG NARUNDANA, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum/Lawyer pada Kantor Hukum A.J & Associates
(Law Office Joni Nanang Narundana, SH), yang beralamat di Bunga
Matahari | No. 5, RT. 002, RW. 001, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat,
Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, karenya bertindak untuk dan atas atas
nama serta mewakili PEMOHON;
Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli
Waris dari Aimarhum HERI SANTOSO (Suami Pemaohon).
Pengadilan Agama tersebut .
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari
2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA Kdi.,
tanggal 24 Januari 2019 dengan uraian/alasan-alasan sebagaimana dalam

surat permohonan Pemohon tersebut;
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1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 telah meninggal dunia suami dari
Pemohon yang bernama Heri Santoso karena sakit dan dalam keadaan
beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Pattimura, RT. 007, RW.
003, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara,
berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/28/VI1/2018 yang
dikeluarkan oleh Kel. Puuwatu tanggal 10 Juli 2018 selanjutnya disebut
Almarhum (Alm.).

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya menikah 1 (satu) yaitu dengan
Anita Puspita Dewi (Pemohon) pada tanggal 19 Oktober 2003 sesuai
dengan surat nikah Nomor : 838/66/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang, pada saat wafatnya almarhum
masih sebagai suami dari pemohon dan dari pernikahan tersebut tidak
memiliki anak.

3. Bahwa Anita Puspita Dewi (Pemohon) telah memenuhi syarat sebagai ahli
waris karena Pemohon beragama Islam, mempunyai hubungan
perkawinan dengan Almarhum Heri Santoso dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171
huruf (c), “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris”.

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk
ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Heri Santoso.

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cqg Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Suami Pemohon telah meninggal dunia 06 Juli 2018 sebagai

Pewatris;
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3. Menetapkan Anita Puspita Dewi (Pemohon) sebagai ahli waris yang sah
dari Suami Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon
datang sendiri di persidangan;
Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, kuasa
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;
Bahwa terhadap permohonan pencabutan kuasa Pemohon tersebut,
Majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum
pekara ini;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menunjuk kepada hal-hal
sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini.
PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 27 Februari, di
depan persidangan kuasa Pemohon agar perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan kuasa
Pemohon terhadap permohonannya tersebut, maka Majelis hakim
berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk
pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan
Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271
dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh
karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara ini,
maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu
penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
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No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-
undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
0027/Pdt.G/2019/PA Kdi., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
171.000.,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27
Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H. oleh
kami  Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
Hj.Musabbihah,S.H.,M.H., dan Drs. Mokh.Akhmad,S.H.,M.HES. masing-
masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didamping oleh para
Hakim Anggota serta dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H., sebagai panitera

pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Hj.Musabbihah, S.H.M.H. Drs. Mokh.Akhmad,S.H.,M.HES
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Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Panggilan :Rp 80.000,-
4. Redaksi :Rp 5.000,-
5. Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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